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This study seeks to determine the practice of purchasing and vending lugathah (found)
goods according to Islamic law, with a case study on the Clothing Bazaar by the
Laundry Section of the Darussalam Gontor Modern Pondok Student Organization
(OPPM). This research uses descriptive qualitative methods and is included in
phenomenological studies. The data collection techniques used are observation,
structured interviews, and documentation. The results of this study indicate that the
sale and purchase of lugathah (found goods) in the clothing bazaar at OPPM Gontor
is allowed (mubah) according to Islamic law, because it has fulfilled the pillars and
conditions of sale and purchase. The laundry department has the obligation to keep the
clothes that are left behind, and after a period of six months of periodic announcements,
the ownership of lugathah clothes is legally valid to be traded according to Islamic law.
This practice does not contain harmful elements, but instead provides social and
economic benefits for students and the pesantren environment. However, the bazaar is
not the main method in handling luqathah, but the priority step remains in regular
announcements to all students. The researcher recommends that the Laundry
Department improve the management system, especially in improving the quality of
announcements, in order to minimize the number of clothes left behind or switched.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli barang lugathah
(temuan) menurut hukum Islam, dengan studi kasus pada Bazar Pakaian oleh Bagian
Laundry Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Darussalam Gontor.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan termasuk dalam studi
fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang diqunakan yaitu observasi, wawancara
terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli
lugathah (barang temuan) dalam bazar pakaian di OPPM Gontor ini diperbolehkan
(mubah) menurut hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
Bagian laundry memiliki kewajiban menjaga pakaian yang tertinggal, dan setelah
masa pengumuman selama enam bulan secara berkala, kepemilikan pakaian lugathah
secara hukum Islam sah untuk diperjualbelikan. Praktik ini tidak mengandung unsur
yang merugikan, tetapi justru memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi santri
serta lingkungan pesantren. Namun, bazar bukanlah metode utama dalam
penanganan luqathah, melainkan langkah prioritas tetap pada pengumumam rutin
kepada seluruh santri. Peneliti merekomendasikan agar Bagian Laundry
meningkatkan sistem manajemen, khususnya dalam memperbaiki kualitas
pengumuman, guna meminimalisiv jumlah pakaian yang tertinggal atau tertukar.
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PENDAHULUAN

Transaksi jual beli adalah transaksi yang paling dominan dalam dunia
perdagangan (bisnis) dan secara keseluruhan merupakan elemen paling krusial dalam
aktivitas bisnis (Ash-Shawi & Al-Muslhih, 2008). Aktivitas jual beli ini termasuk dalam
aktivitas perdagangan yang dilegalkan oleh prinsip syariat Islam. Islam melihat konsep
jual beli sebagai alat untuk memfasilitasi para manusia (khalifah) lebih matang dalam
berpikir dan mampu melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai sarana
kegiatan jual beli harus dijadikan sebagai media latihan yang sesuai bagi manusia
sebagai pemilik amanat di bumi atau belahan dunia ini (Waldemi & Aquino, 2022).

Menurut Islam, hukum jual beli adalah diperbolehkan atau jaiz, dimana tidak
bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan aturan yang terbaik dalam
hal jual beli agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti bahaya
(gharar), riba (penambahan biaya), dan lainnya. Serta harus dilandasi dengan rasa ridha
(tidak adanya paksanaan) antara kedua belah pihak (muta’agidain) (Misbach et al., 2019).
Kemudian, agar kegiatan jual beli ini dapat berjalan dengan baik antara satu pihak
dengan pihak yang lain, maka masing-masing pelaku harus menjunjung tinggi prinsip
kejujuran dan atas dasar suka sama suka (Nizar, 2017).

Lugathah atau barang temuan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang
mengatur bagaimana seseorang harus memperlakukan barang yang ditemukan dan
tidak diketahui pemiliknya. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan luqathah
memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan agar terbebas dari tindakan-
tindakan yang melanggar hak kepemilikan (Rismayanti et al., 2024).

Salah satu aspek yang sering diperdebatkan adalah status hukum jual beli barang
lugathah, yaitu terutama dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren seperti
yang dialami oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurut penelitian Ruslani
(2024), pesantren-pesantran lain juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan barang
temuan (lugathah), khususnya pakaian. Salah satu fenomena yang ditemukan adalah
penerapan sistem penyimpanan dan pengumuman secara berkala di beberapa
pesantren, yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat diklaim oleh
pemilik yang sah (Ruslani, 2024). Sementara itu, penelitian Ningsih (2022)
mengungkapkan bahwa di beberapa pesantren, pengelolaan barang temuan (lugathah)
dilakukan dengan menyerahkannya kepada lembaga tertentu, seperti bagian keamanan
atau tata usaha. Lembaga tersebut kemudian menentukan langkah selanjutnya seperti
melelang barang tersebut atau memberikannya kepada santri lain (Ningsih, 2022).

Adapun fenomena yang terjadi pada Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM)
Gontor sering mengadakan bazar pakaian atau menjual beberapa pakaian yang
merupakan barang temuan (lughathah) yang diadakan pada saat Expo Darussalam
pada tanggal 1 Muharram setiap tahunnya. Perlu diketahui, bahwa OPPM Gontor
merupakan organisasi pelajar yang menaungi lebih dari 3500 santri dan memiliki
amanah yang harus dijalankan secara efektif, efisien dan tentunya sesuai dengan syariat
Islam. Salah satu bagian yang ada di OPPM Gontor yang menangani pelaksanaan bazar
pakaian adalah bagian Laundry atau bagian penatu (Sekretariat PMDG, 2006).
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Program bazar pakaian yang diselenggarakan oleh Bagian Laundry OPPM Gontor
berawal dari keprihatinan pengurus terhadap banyaknya pakaian santri yang telah
dicuci tetapi tidak diambil, sehingga menyebabkan penumpukan di gudang
penyimpanan. Meskipun pengumuman telah dilakukan selama satu tahun lebih, masih
terdapat sejumlah pakaian yang tidak diambil oleh pemiliknya. Oleh karena itu, bazar
pakaian diinisiasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penyelenggaraan bazar pakaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan pakaian yang tidak diambil, sejalan dengan prinsip dasar dalam transaksi
jual beli. Selain itu, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab manajerial Bagian
Laundry dalam mencegah kerusakan pakaian akibat penumpukan berlebihan, yang
berpotensi menjadi sumber penyakit serta mengundang hama seperti tikus. Namun,
setelah bazar dilaksanakan, Bagian Laundry menghadapi kendala dan perlu melakukan
evaluasi kinerja secara berkala, terutama terkait keluhan beberapa santri yang merasa
dirugikan karena mendapati pakaian mereka diperjualbelikan dalam bazar tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis lebih dalam terkait asal-usul pakaian yang dijual dalam bazar serta
kepastian status hukumnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan pandangan
perspektif hukum Islam terhadap praktik penyelenggaraan bazar pakaian di Bagian
Laundry OPPM Gontor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
penelitian lapangan (field research) dan termasuk dalam studi fenomenologi, yang
bertujuan untuk memahami pengalaman serta makna yang terkandung dalam praktik
penyelenggaraan bazar pakaian di lingkungan pesantren. Menurut Husserl],
fenomenologi adalah studi tentang bagaimana orang mendeskripsikan sesuatu dan
mengalaminya melalui indera mereka sendiri (Rahardjo, 2018). Melalui pendekatan
tersebut, peneliti menggali data secara langsung di lapangan melalui observasi,
wawancara mendalam, dan kepustakaan (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini, peneliti
mendeskripsikan manajemen kegiatan bazar pakaian di bagian laundry OPPM Gontor
dan menganalisis kesesuaian hukum Islam dalam kegiatan bazar tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1)
wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dari empat narasumber
yaitu staf pengasuhan santri PMDG, Ketua OPPM Gontor, Kepala Bagian Laundry, dan
Santri, (2) observasi langsung terhadap proses penyelenggaraan bazar pakaian, dan (3)
studi dokumentasi untuk menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan
penelitian ini, seperti laporan tahunan, keuangan, dan kegiatan bazar bagian laundry
OPPM Gontor.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengembangkan uraian naratif
berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara
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sistematis untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti secara
komprehensif (Emzir, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Legalitas Luqathah Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah Jual Beli Luqathah
Berdasarkan Hukum Islam

Lugathah yaitu barang yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang
lain. Dalam hukum Islam, individu yang menemukan barang tersebut memiliki
kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikannya kepada
pemilik yang berhak (Al-Husaini, 1995).

Secara etimologi, Luqathah berarti "barang atau harta yang ditemukan". Luqathah
juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah usaha, atau sesuatu yang dikumpulkan.
Dalam kamus al-Munawir, kata luqathah berarti barang temuan, sementara "lughaath-
laghatatun" memiliki makna barang yang dibuang. Selain itu, kata [ughaath dan iltighath
merujuk pada tindakan memungut sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, sesuatu yang
tidak diketahui pemiliknya memiliki istilah berbeda berdasarkan jenisnya: (1) jika
berupa manusia disebut lagit (anak atau orang yang hilang), (2) jika berupa hewan
disebut dhallah, dan (3) jika bukan keduanya disebut luqathah. Sementara itu, dalam Al-
Mu'jam al-Wasith, luqathah didefinisikan sebagai sesuatu yang ditemukan akibat
terjatuh, kemudian dipungut oleh seseorang (Dhaif, 2004).

Dalam terminologi fikih, para ulama mengemukakan beberapa definisi mengenai
luqathah: Pertama, menurut Abu Hanifah, lughatah didefinisikan sebagai "harta yang
ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemiliknya, dan harta tersebut tidak termasuk
dalam kategori harta yang halal untuk dimiliki secara langsung.” Dengan kata lain, barang
temuan tidak boleh serta-merta menjadi hak milik si penemu, kecuali setelah melalui
prosedur tertentu sesuai dengan hukum Islam. Abu Hanifah juga menegaskan bahwa
lugathah berbeda dengan harta miliki kafir harbi (non-Muslim yang berada dalam
kondisi perang dengan pemerintahan Islam), yang dalam beberapa kondisi tertentu
dapat dianggap sebagai ghanimah (harta rampasan perang) (Apriyani et al., 2025). Kedua,
menurut Asy-Syarbaini, lughatah didefinisikan sebagai sesuatu yang ditemukan atas
dasar hak, dimana penemunya memiliki kedudukan yang mulia, barang tersebut tidak
tidak dalam penjagaan, dan pemiliknya (mustahiq) tidak diketahui. Ketiga, menurut
Syihab al-Din al Qalyubi dan Umairah, lugathah adalah sepotong harta atau sesuatu
yang memiliki nilai tinggi, seperti benda yang sangat harum, yang ditemukan di luar
wilayah harbi (wilayah musuh dalam keadaan perang), dalam kondisi tidak terjaga, serta
tidak termasuk harta yang diharamkan untuk dimiliki berdasarkan kekuasaan tertentu.
Selain itu, dalam definisi ini, penemu barang tidak mengetahui siapa pemiliknya,
sehingga perlu adanya langkah-langkah tertentu dalam pengelolaannya sesuai dengan
hukum Islam. (Mas’ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021).

Berdasarkan tiga definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas, lugathah
dapat disimpulkan sebagai harta atau benda yang ditemukan tanpa diketahui
pemiliknya dan berada dalam kondisi tidak terjaga. Menurut Abu Hanifah, luqathah
tidak boleh langsung dimiliki oleh penemunya tanpa melalui prosedur yang sesuai
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dengan hukum Islam. Asy-Syarbaini menambahkan bahwa barang temuan ini harus
ditemukan dengan dasar hak, dan penemunya memiliki kedudukan yang mulia.
Sementara, Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah menekankan bahwa luqgathah
merupakan harta bernilai yang ditemukan di luar wilayah harbi, tidak dalam penjagaan,
serta tidak termasuk dalam kategori harta yang diharamkan untuk dimiliki. Secara
keseluruhan, konsep lugathah dalam Islam mengharuskan adanya pengelolaan yang
bertanggung jawab seperti pengumuman kepada public, sebelum barang tersebut dapat
dimiliki atau dimanfaatkan sesuai ketentuan syariah.

Dalam Al-Qur'an, konsep ketakwaan, penghormatan terhadap hak orang lain, dan
integritas dalam kehidupan sehari-hari sangat ditekankan, sebagaimana tercantum
dalam Surat Al-Ma'idah (5:2) yang memerintahkan umat manusia untuk saling tolong-
menolong dalam kebajikan dan takwa serta menghindari kerja sama dalam perbuatan
dosa dan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Surat At-Taubah (9:71), yang
menggambarkan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan,
saling mendukung dalam kebaikan, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, serta
menjalankan kewajiban agama seperti shalat dan zakat (Departemen Agama RI, 2010).
Berdasarkan prinsip-prinsip ini, lugathah dalam Islam dipandang sebagai mekanisme
yang bertujuan untuk menjaga hak kepemilikan seseorang dengan mengembalikan
barang temuan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana diakui dalam ajaran Al-
Qur’an (Saleh, Muhammad Aunurrochim Mas’ad Saleh; Hamzah, 2021).

Aturan mengenai lugathah (barang temuan) telah dijelaskan dalam hadits, yang
menggambarkan bagaimana Islam mengatur kepemilikan dan pengelolaan barang yang
ditemukan. Salah satu hadits yang membahas praktik lugathah adalah riwayat dari
Ubay bin Ka'ab RA, yang berbunyi (Mas’ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021):

W Lezbnb Vo Lebe 1l thug ade ) o ol el Jlus 8 L 0 consl JUs
Lim) 1l SW agl & aaT o Leped Yo lghe 1 4l @ Lbim | e S
Cxaiw® YD L@.&-LA s u,s.i% \.A;\.() 9 LAJ.LG) LA;LC«)

Artinya:

"Bahwa ia telah mengambil barang yang jatuh sebanyak seratus dinar ketika Rasulullah SAW
masih hidup, kemudian ia membawa uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah
memerintahkannya untuk mengumumkan hal tersebut selama setahun. Setelah setahun berlalu,
Ubai kembali kepada Rasulullah dengan membawa uang tersebut dan sekali lagi Rasulullah
memerintahkan Ubay RA untuk mengumumkan sekali lagi selama setahun. Setahun kemudian
Ubai bin Kaab RA menemui Rasulullah SAW dan dijebloskan ke dalam kondisi yang sama seperti
sebelumnya. Pada pertemuannya dengan Rasulullah SAW yang keempat kalinya, setelah tiga
tahun, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, " Amatilah barang barang itu atau catatlah jumlah
uang dan ikatannya. Jika seseorang datang kepadamu dan menyebutkan jumlahnya, tali
pengikatnya dan kantongnya, maka kembalikanlah kepadanya. Dan jika tidak ada yang
mengakuinya maka itu untukmu" (HR. Abu Dawud).
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Hadist diatas menjelaskan prosedur pengelolaan lugathah (barang temuan) dalam
Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seseorang yang menemukan barang harus
mengumumbkannya selama satu tahun untuk memberikan kesempatan kepada pemilik
yang sah untuk mengklaimnya. Jika setelah dua tahun barang tersebut masih belum
diambil oleh pemiliknya, pengumuman harus tetap dilanjutkan. Setelah tiga tahun
tanpa ada klaim, Rasulullah SAW memberikan ketentuan bahwa barang tersebut dapat
dimanfaatkan oleh penemunya, namun dengan syarat ia mencatat dan menjaga barang
tersebut dengan baik. Jika di kemudian hari pemiliknya datang dengan bukti
kepemilikan yang jelas, barang tersebut wajib dikembalikan. Hadist ini menegaskan
prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola barang temuan sesuai
dengan ajaran Islam (Adiningtias & Rostandi, 2021).

Hukum megambil barang temuan dalam Islam bergantung pada status barang,
lokasi penemuan, serta tanggung jawab penemunya dalam mengumumkan dan
menjaga barang tersebut. Dalam hadist Nabi, terdapat beberapa karakteristik utama
lugathah yang harus diidentifikasi oleh penemu untuk memastikan barang tersebut
dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Karakteristik tersebut meliputi (1) wadah atau
tempat penyimpanan, (2) pembungkus, (3) tali pengikat, (4) jenis barang, (5) jumlah, dan
(6) beratnya (Herawati, 2020).

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum mengambil
lugathah. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pengambilannya karena dikhawatirkan
dapat disalahgunakan atau menyebabkan kelalaian dalam mengumumkan kepada
pemiliknya. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Syafi'i memperbolehkannya, karena
mereka melihat pengambilan I[ugathah sebagai bentuk tanggung jawab untuk
melindungi harta benda dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan (Rismayanti
et al., 2024). Dalam hal ini, Syeikh Mustafa Bugha memberikan panduan hukum terkait
pengambilan luqathah: (a) Wajib, bagi seseorang yang dapat dipercaya dan mampu
menjaganya, jika ia yakin bahwa barang tersebut akan hilang kembali jika tidak diambil,
karena menjaga harta kaum Muslimin merupakan kewajiban. (b) Sunnah (dianjurkan),
jika penemu adalah orang yang amanah dan mampu menjaga barang tersebut, serta
terdapat kekhawatiran bahwa barang tersebut akan hilang. (c) Haram, apabila seseorang
yang menemukannya cenderung tamak dan tidak mampu menjaga barang tersebut
dengan baik. Dalam kondisi ini, mengambil [ugathah dilarang karena berisiko
menyebabkan penyalahgunaan. (d) Jaiz atau Mubah (boleh), bagi orang yang tidak
bertanggung jawab dalam mengurus barang temuan dan tidak berkeinginan untuk
menjaganya (Al-Beigha, 2018).

Selain itu, lugathah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu lugathah berupa
hewan dan lugathah bukan hewan; (a) Lugathah berupa hewan, penemu memiliki beberapa
pilihan: menyimpannya hingga diklaim pemiliknya, meminta penggantian biaya
perawatan, atau menjualnya dan menyimpan hasilnya. (b) Lugathah bukan hewan, terbagi
menjadi: (1) Barang yang mudah rusak, seperti makanan. Secara hukum, penemu memiliki
hak untuk menjual, menggunakan, atau mengganti barang tersebut. Menurut Syaibani,
pemilik dapat menjual barang, mengumumkan penjualan, dan mengklaim hasilnya
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setelah periode pengumuman berakhir. (2) Barang yang cepat rusak tetapi dapat dipelihara,
seperti barang organik yang dapat membusuk dalam waktu tertentu. Dalam hal ini,
penemu harus bertindak demi kepentingan terbaik pemilik dengan cara menyimpan,
menjual, atau menggunakan hasil penjualannya untuk menjaga barang tersebut. (3)
Barang yang tidak mudah rusak, seperti perhiasan atau benda tahan lama. Penemu wajib
menjaga barang tersebut selama periode pengumuman hingga pemiliknya datang
untuk mengklaimnya (Mas’ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021).

Konsep luqathah dalam Islam terdiri dari tiga rukun utama, yaitu: (1) orang yang
mengambil barang temuan (latif atau multlagith), (2) barang yang ditemukan (malqut atau
iltighat), dan (3) objek atau benda yang diambil (lughat atau lughathah) (Widiyana et al.,
2024). Keabsahan [ugathah bergantung pada terpenuhinya ketiga rukun ini; jika salah
satu tidak terpenuhi, maka ketentuan hukum terkait lugathah tidak dapat diterapkan.
Selain itu, individu yang menemukan barang harus memiliki kemampuan untuk
menjaga dan mengelolanya dengan baik. Penemu juga disyaratkan sebagai orang yang
merdeka, baik Muslim maupun kafir dzimmi, karena mereka terikat dengan aturan-
aturan Islam dalam pengelolaan barang temuan.

Pelaksanaan pengelolaan aset lughathah tunduk pada hal-hal berikut: (1)
identifikasi properti untuk tujuan mengkonfirmasi pemilik yang sah dari properti yang
hilang, (2) wajib mengumumkan properti yang hilang (luqathah) Menurut Hadis,
lugathah harus diumumkan selama satu tahun di tempat tempat umum seperti pasar,
masjid, dan restoran (Mas’ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021).

Secara umum, mengambil lugathah hukumnya mubah dan lebih utama untuk
menjamin pengembaliannya yang sah, dan disunahkan bagi yang mampu menjaganya
(Wahyuni, 2022). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Imam Nawawi, beliau
mengatakan "Disunnahkan mengambilnya bagi orang yang dapat dipercaya, mubah bagi orang
lain, dan makruh bagi orang yang tidak amanah." Pendapat tersebut menegaskan bahwa
mengambil lugathah disunnahkan bagi individu yang memiliki sifat amanah,
dibolehkan (mubah) bagi orang lain, namun makruh bagi mereka yang tidak dapat
dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa lugathah memiliki status sebagai amanah, serupa
dengan barang titipan (wadi'ah), selama dalam masa pengumuman oleh penemu. Selain
itu, jika pemilik barang datang untuk mengklaimnya, penemu memiliki tanggung jawab
(dhaman) untuk mengembalikannya, serupa dengan kewajiban seseorang yang
meminjam barang untuk mengembalikan kepada pemiliknya yang sah (Mustafa, 2016).

Dalam praktiknya, lugathah (barang temuan) sering kali dimanfaatkan oleh
penemunya, bahkan dalam beberapa kasus langsung diperjualbelikan tanpa melalui
prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Menurut ulama Mazhab Syafi’i, salah
satu syarat sahnya jual beli adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus
merupakan milik sah penjual atau barang yang telah berada dalam hak perwaliannya.
Oleh karena itu, jual beli [ugathah hanya diperbolehkan apabila barang tersebut telah
diumumkan kepada publik selama minimal satu tahun. Setelah melewati periode
tersebut tanpa adanya klaim dari pemilik aslinya, barang tersebut dapat dimanfaatkan
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atau diperjualbelikan. Namun, jika pemilik yang sah datang dan mengklaimnya, barang
tersebut tetap wajib dikembalikan kepadanya.

Hukum jual beli lugathah dianggap subhat (berada dalam wilayah yang tidak
sepenuhnya halal atau haram) karena pada dasarnya barang tersebut bukan merupakan
hak milik penemunya. Apabila barang temuan diperjualbelikan tanpa melalui proses
pengumuman selama satu tahun, maka transaksi tersebut tidak sah dalam perspektif
hukum Islam, karena tidak memenuhi prinsip kepemilikan yang jelas dan dapat
berpotensi melanggar hak pemilik aslinya (Ibrahim, 2019).

Profil Umum Bagian Laundry OPPM Gontor

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) memiliki pendekatan dan metode
khas dalam membentuk karakter santrinya, dengan menanamkan nilai-nilai, semangat,
serta falsafah hidup yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu tujuan utama
pendidikan di PMDG adalah membentuk jiwa kepemimpinan pada para santri melalui
sistem pembelajaran yang holistik dan berbasis pengalaman langsung. Selain sebagai
lembaga pendidikan pesantren, PMDG juga beroperasi dengan sistem wakaf, yang
berarti seluruh asetnya dikelola untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan
santri. Dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi pesantren yang mandiri, PMDG
membentuk Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), sebuah organisasi yang
dikelola langsung oleh santri dan bertanggung jawab dalam mengelola aset-aset pondok
(Fedro et al., 2019). OPPM tidak hanya berperan sebagai pengelola aset wakaf, tetapi
juga memiliki tugas dalam kepemimpinan, pengawasan, serta pelaksanaan peraturan
yang berlaku di lingkungan pesantren guna memastikan keteraturan dan keberlanjutan
sistem pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG, 2019).

Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Gontor telah didirikan sejak 6 Juli
1967 sebagai sarana bagi santri dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan
kepemimpinan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran praktis bagi para
santri untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang diajarkan di Pondok
Modern. Melalui OPPM, santri diberikan kesempatan untuk berlatih mengelola
organisasi, mengambil keputusan, serta menjalankan tanggung jawab sosial, sehingga
mereka memiliki bekal yang kuat dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat di masa
depan (Panitia Penerbitan Wardun, 2025).

Pada tahun 2024, OPPM Gontor terdiri dari 21 bagian dengan total kepengurusan
mencapai 405 santri. Salah satu bagian dalam struktur OPPM adalah Bagian Laundry,
yang berperan sebagai unit usaha dengan kegiatan utama di bidang jual beli serta
penyediaan jasa. Berdasarkan struktur organisasi OPPM, Bagian Laundry dikategorikan
sebagai profit section atau bagian penghasil dana (Sekretariat PMDG, 2007). Sebagai
bagian yang berorientasi pada profit, Bagian Laundry secara aktif menghasilkan
pendapatan melalui layanan dan transaksi jual beli yang dikelolanya. Seluruh
pemasukan yang diperoleh kemudian disetorkan kepada Bagian Administrasi Pondok
sebagai tabungan serta sumber pemasukan bagi Pondok Modern Darussalam Gontor
(Sekretariat PP IKPM Gontor, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian
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ekonomi pesantren yang diterapkan di PMDG, di mana setiap unit usaha yang dikelola
oleh santri memiliki kontribusi dalam menopang keberlangsungan sistem keuangan
pondok.

Bagian Laundry dalam OPPM bertanggung jawab dalam mengoordinasikan
layanan pencucian dan penyetrikaan pakaian bagi para santri dengan biaya yang telah
ditentukan. Selain menyediakan layanan kebersihan pakaian, bagian ini juga berperan
dalam memastikan kerapihan dan kedisiplinan santri dalam berpakaian sesuai dengan
standar yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Untuk menjalankan
operasionalnya, Bagian Laundry bekerja sama dengan lima orang pekerja dari warga
sekitar yang membantu dalam proses pencucian. Sementara itu, kepengurusan bagian
ini terdiri dari 15 santri yang merupakan santri kelas 6 KMI (setara dengan kelas 3 SMA).
Dengan sistem ini, Bagian Laundry tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan
bagi santri, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pengurus dalam mengelola
unit usaha berbasis pesantren (Sekretariat PMDG, 2007).

Pelaksanaan Program Bazar Pakaian di OPPM Gontor

Dalam pelaksanaan program bazar pakaian di OPPM Gontor, peneliti akan
membahas beberapa aspek diantaranya terkait: (a) asal usul pakaian bazar, (b) legalitas
pelaksanaan bazar, (c) periode pengumuman pakaian bazar, dan (d) sistematika
pelaksanaan bazar pakaian. Untuk lebih detailnya, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama; Asal Usul Pakaian Bazar. Pakaian yang dijual dalam bazar merupakan
pakaian yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah proses pencucian selesai. Selain itu,
terdapat pula pakaian milik santri yang sebelumnya menggunakan jasa laundry, namun
tidak sempat diambil akibat dikenai sanksi disiplin hingga akhirnya dikeluarkan dari
pondok pesantren. Pakaian-pakaian tersebut dikumpulkan di gudang penyimpanan
khusus sebelum ditentukan langkah selanjutnya. Jenis pakaian yang menumpuk cukup
beragam, meliputi kaos, kemeja, celana, jaket, jas, hingga sajadah, yang disimpan dalam
jangka waktu tertentu. Jika ada santri yang ingin mengambil kembali pakaiannya, ia
diwajibkan menyebutkan ciri-ciri pakaian tersebut secara jelas. Setelah proses verifikasi,
Bagian Laundry akan mengembalikannya secara gratis kepada pemilik yang sah. Hal
ini dilakukan sebagai bentuk transparansi serta upaya menjaga hak kepemilikan santri
terhadap barang pribadinya.

Kedua; Legalitas Pelaksanaan Bazar. Melihat banyaknya pakaian yang menumpuk
di gudang, manajemen Bagian Laundry mengadakan rapat atau musyawarah kerja
untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Hasil dari musyawarah
tersebut menghasilkan keputusan untuk mengadakan bazar sebagai solusi dalam
mengelola pakaian yang tidak diambil. Proses penyelenggaraan bazar diawali dengan
pengajuan izin kepada Staf Pengasuhan Santri (Pembimbing Santri), yang berperan
sebagai lembaga pengawas santri di bawah Pimpinan Pondok dan pemangku kebijakan
dalam lingkungan OPPM Gontor. Terdapat beberapa poin utama yang menjadi dasar
diperbolehkannya penyelenggaraan bazar oleh Bagian Laundry, yaitu: (a) Hasil
Musyawarah Kerja OPPM Gontor: OPPM Gontor menetapkan bahwa bazar pakaian
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perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi gudang yang telah penuh
dengan pakaian tidak terambil. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 tentang Tata Tertib
Pakaian Ayat 8 dalam AD & ART OPPM, yang menyatakan bahwa, "Mengadakan bazar
pakaian sewaktu-waktu apabila pakaian di bagian tersebut telah menumpuk" (OPPM, 2021). (b)
Prinsip Konsensus dan Manfaat Bazar: Penyelenggaraan bazar diharapkan memberikan
manfaat, antara lain membantu membersihkan dan mengosongkan gudang dari
pakaian yang tidak terambil serta menghasilkan profit dari hasil penjualan. Keuntungan
tersebut dapat digunakan sebagai tambahan inventaris dan pengembangan fasilitas
Bagian Laundry.

Ketiga; Periode Pengumumam Bazar Pakaian. Sebagai langkah preventif dalam
mengurangi jumlah pakaian yang tidak diambil di Bagian Laundry, pihak manajemen
merancang strategi pengelolaan yang lebih sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah dengan mengumumkan kepada seluruh santri agar segera mengambil pakaian
yang tertinggal tanpa dipungut biaya. Pengumuman ini akan dilakukan secara berkala,
yaitu minimal setiap enam bulan sekali dalam satu tahun ajaran. Pelaksanaannya
dilakukan melalui kerja sama antara Bagian Laundry dan Bagian Keamanan OPPM,
yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada seluruh ketua rayon (asrama)
untuk disampaikan kepada anggotanya masing-masing. Selain melalui pengumuman
resmi, pakaian yang belum diambil juga akan ditempatkan di lokasi khusus yang
mudah diakses, sehingga pemiliknya dapat dengan lebih mudah menemukan dan
mengambil kembali barang miliknya (Akbar & Firdaus, 2024).

Keempat; Sistematika Pelaksanaan Bazar Pakaian. Pelaksanaan bazar di lingkungan
Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) umumnya berlangsung dua kali dalam
setahun, yaitu saat EXPO Muharram dan pada semester kedua, tergantung pada situasi
dan kondisi yang ada. Persiapan dilakukan secara sistematis, di mana satu minggu
sebelum bazar dimulai, seluruh pakaian yang akan diperjualbelikan telah disusun dan
ditata dengan rapi. Acara bazar resmi dimulai pada hari Jumat pukul 08.30 pagi. Bazar
yang diselenggarakan oleh Bagian Laundry mendapat respon positif dari para santri,
terutama karena mereka dapat memperoleh pakaian dengan harga yang lebih
terjangkau. Hal ini menjadi keuntungan bagi santri yang berasal dari latar belakang
ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, sistem bazar ini tetap mengakomodasi hak
kepemilikan pakaian. Jika ada santri yang menemukan pakaiannya di bazar, mereka
diperbolehkan mengambilnya secara gratis dengan syarat mampu menyebutkan ciri-ciri
yang sesuai. Jumlah pakaian yang dijual dalam bazar bervariasi setiap tahunnya.
Berikut ini adalah data penjualan bazar dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. Data Hasil Bazar Pakaian Bagian Laundry OPPM Gontor Periode 2020-2023

Periode | Stok Pakaian Pendapatan
2020 170 Rp. 3.450.000
2021 120 Rp. 2.340.000
2022 259 Rp. 3.880.000
2023 302 Rp. 4.506.000
Total 851 Rp. 13.676.000

Sumber: Data Hasil Wawancara
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Berdasarkan data dalam tabel, pelaksanaan bazar pakaian di bagian laundry
OPPM Gontor selama empat tahun terakhir telah menghasilkan omzet penjualan
sebesar Rp. 13.676.000,-. Capaian ini mencerminkan respon positif dari para santri
terhadap kegiatan bazar, terutama karena harga pakaian yang dijual sangat terjangkau
bagi mereka. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, keuntungan (profit) yang diperoleh
dalam penyediaan jasa laundry di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)
berlandaskan pada prinsip akad ijarah dan murabahah. Prinsip ini sejalan dengan
konsep dalam fikih muamalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cahyadi dalam
penelitiannya, yang menunjukkan bahwa usaha laundry menerapkan akad ijarah dalam
sistem transaksinya (Cahyadi, 2022).

Kemudian, harga pakaian yang dijual dalam bazar telah ditetapkan berdasarkan
persetujuan dan legalitas dari Staf Pengasuhan Santri. Adapun rincian harga yang telah
ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Harga Bazar Pakaian Bagian Laundry OPPM Gontor

No Jenis Barang Harga Satuan
1 Kaos Rp. 15.000
2 Kemeja Rp. 20.000
3 Baju Koko Rp. 20.000
4 Sarung Rp. 20.000
5 Celana Kain .

6 Celana Training Rp. 15.000
7 ]aket Rp. 30.000
8 Sajadah Rp. 25.000
9 Jas Rp. 15.000

Sumber: Data Hasil Wawancara

Alokasi pendapatan dari bazar laundry OPPM Gontor bagian laundry akan
dilaporkan kepada pengawas pengasuhan santri, dengan mekanisme: (1) bendahara
akan menghitung total penjualan (uang yang masuk) dan keuntungan dari hasil
penjualan tersebut, (2) menyetorkan hasil penjualan bazar tersebut kepada pengurus
PMDG dan menjadi tabungan atau saldo milik bagian laundry, (3) alokasi dana tersebut
juga digunakan untuk menambah beberapa inventaris yang mendukung operasional
bagian tersebut seperti peralatan laundry tambahan, pemeliharaan fasilitas laundry agar
tetap berfungsi dengan baik, memiliki dana cadangan untuk keperluan mendesak
terkait operasional laundry, dan kontribusi sosial seperti bantuan kepada santri yang
membutuhkan kegiatan sosial lainnya dalam lingkungan pondok. Adapun data alokasi

sebagai berikut:
Tabel 1. Alokasi Pendapatan Bazar Pakaian Bagian Laundry OPPM Gontor
No | Alokasi Pendapatan Harga
1 Timbangan Pakaian Rp. 780.000
2 Alat Kebersihan Rp. 340.000
3 Gorden Rp. 1.500.000
4 Rak Baju Besi Rp. 5.400.000

Sumber: Data Hasil Wawancara
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Dengan mekanisme ini, hasil dari bazar laundry tidak hanya memberikan manfaat
ekonomi bagi bagian laundry, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan layanan
dan kesejahteraan santri di PMDG.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Lugathah pada Bazar Pakaian di
OPPM Gontor

Berdasarkan persepektif hukum Islam dalam pelaksanaan program bazar pakaian
di OPPM Gontor, peneliti akan menganalisis beberapa aspek diantaranya terkait: (a)
hukum kepemilikan luqathah pada pakaian bazar dalam aspek pengelolaannya, (b)
periode pengumuman pakaian bazar, (c) syarat sah kepemilikan penuh lugathah pada
pakaian bazar, (d) hukum jual beli luqathah pada pakaian bazar, dan (e) pelaksanaan
bazar pakaian di OPPM Gontor. Untuk lebih detailnya, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama; Hukum Kepemilikan Luqathah pada Pakaian Bazar dalam Aspek Pengelolaanya.
Dalam Islam, terdapat empat ketentuan hukum terkait kepemilikan barang temuan,
yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Dalam konteks ini, bagian laundry memiliki
tanggung jawab untuk mengelola pakaian yang tertinggal atau tidak diambil oleh
pemiliknya. Kewajiban untuk mengambil barang temuan berlaku apabila seseorang
memiliki kapasitas untuk menjaga barang tersebut dengan baik serta terdapat
kekhawatiran bahwa jika dibiarkan, barang tersebut dapat diambil oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab. Dari segi kemampuan menjaga barang, bagian laundry
dianggap memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpannya hingga diklaim oleh
pemiliknya. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan, mengingat pakaian
yang tidak diambil berisiko menjadi sasaran pencurian. Oleh karena itu, berdasarkan
prinsip-prinsip tersebut, bagian laundry memiliki kewajiban untuk mengamankan
pakaian yang tertinggal atau tidak diklaim oleh pemiliknya.

Kedua; Periode Pengumuman Pakaian Bazar. Menurut ulama Syafi'iyah, masa
pengumuman lugathah dianalogikan dengan perumpamaan bahwa '"barang yang
bernilai satu dinar atau satu dirham tidak wajib diumumkan selama satu tahun,
melainkan disesuaikan dengan jenis barang yang ditemukan" (Syafi'i, 2022).
Berdasarkan pendapat tersebut, pakaian yang ditemukan oleh bagian laundry OPPM
Gontor, yang termasuk dalam kategori barang dengan nilai rendah (di bawah satu
dinar), tidak diwajibkan untuk diumumkan selama satu tahun penuh. Selain itu, bagian
laundry telah melaksanakan pengumuman secara berkala selama enam bulan, sehingga
kewajiban pengumuman telah dipenuhi.

Ketiga; Syarat Sah Kepemilikan Penuh Lugathah pada Pakaian Bazar. Berdasarkan
pandangan Imam Syafi'i, bagian laundry diperbolehkan untuk memiliki pakaian yang
tidak diambil oleh pemiliknya, asalkan telah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu
mengumumkan keberadaan barang tersebut kepada para santri. Pendapat ini sejalan
dengan pemikiran Wahbah Al-Zuhaily dalam karyanya Figh al-Islam wa Adillatuhu, yang
menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, kepemilikan barang temuan memiliki
ketentuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam sebagai berikut:
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Artinya:

"Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa luqathah menjadi milik muzakki jika ia memilih untuk
memilikinya dengan mengatakan sesuatu yang menunjukkan hal itu, seperti, "Saya ingin
memiliki lugathah yang saya temukan dan saya pungut ini." Alasannya, kepemilikan luqathah
menjadi milik muzakki jika dia memilih untuk memilikinya dengan ucapan yang menunjukkan
hal itu. Alasannya, karena kepemilikan lugathah merupakan bentuk kepemilikan dengan imbalan,
sehingga perlu adanya pilihan untuk memilikinya." (Az-Zuhaily, 2006)

Keempat; Hukum Jual Beli Lugathah pada Pakaian Bazar. Dalam pelaksanaan jual beli
pakaian (lugathah) pada bazar yang diselenggarakan oleh bagian laundry OPPM
Gontor, jika dikaji berdasarkan aspek kepemilikan penuh dan masa pengumuman
pakaian kepada santri selama enam bulan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, maka
transaksi jual beli tersebut telah memenuhi syarat sah dalam hukum Islam. Dengan
demikian, pelaksanaan bazar oleh bagian laundry dapat dianggap sah dan sesuai
dengan prinsip jual beli dalam Islam. Pendapat ini juga diperkuat oleh Wahbah Al-
Zuhaily, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah kepemilikan
penuh atas barang yang diperjualbelikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis
berikut:
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Artinya:

"Barang tersebut harus dimiliki. Artinya, barang tersebut berada di bawah pengawasan dan
kekuasaan seseorang. Dengan demikian, tidak sah menjual sesuatu yang bukan milik seseorang,
seperti menjual rumput meskipun berada di daerah milik orang tertentu, air yang bukan milik
orang tertentu, kayu, rumput, binatang buruan di darat, pasir dan batu logam padang pasir yang
terkena sinar matahari dan udara, benda-benda yang ada di laut, dan binatang darat di padang
pasir" (Az-Zuhaily, 1985b).

Kelima; Pelaksanaan Bazar Pakaian di OPPM Gontor. Menurut hukum Islam,
pelaksanaan bazar pakaian yang diselenggarakan oleh bagian laundry OPPM Gontor
termasuk dalam kategori mubah (diperbolehkan). Selain diperbolehkan melakukan jual
beli barang temuan (lugathah), bagian laundry juga telah mengupayakan pengembalian
pakaian kepada pemiliknya selama proses bazar. Mekanisme ini telah sesuai dengan
syarat dan rukun dalam hukum Islam, yaitu bahwa santri yang menemukan pakaiannya
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di bazar diperbolehkan mengambilnya, asalkan dapat menunjukkan bukti kepemilikan
yang jelas, seperti nama atau ciri khas pakaian tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan
bazar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Selain itu, inisiatif ini
mendapat dukungan dari para santri karena harga pakaian yang dijual lebih terjangkau,
sehingga dapat membantu mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Prinsip ini
sejalan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaily, yang menyatakan bahwa:

b BT ety of s e g adle ST OF Lo ) alaalll 5 ) by
(Lslsy) Lewlis ey OIS (agd adle S35 & 68 el 130 (ol alety (s

Artinya:

"Jika dia membuktikan bahwa itu adalah miliknya dengan bukti, yaitu dengan kesaksian dua
orang saksi, atau jika dia menyebutkan tanda yang membedakannya, seperti menjelaskan afas
(wadah), wakalah (apa yang diikatkan pada kuda dan lainnya), timbangan, dan jumlahnya, maka
boleh bagi penangkap untuk membayarnya". (Az-Zuhaily, 1985a).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli lugathah pada bazar
pakaian di OPPM Gontor, dapat disimpulkan bahwa bagian laundry memiliki
kewajiban untuk menjaga pakaian yang tertinggal agar tidak disalahgunakan oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab. Prinsip perlindungan terhadap barang temuan ini
sejalan dengan ketentuan figh yang mengharuskan barang temuan dijaga hingga ada
klaim dari pemiliknya.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang temuan bernilai rendah seperti pakaian tidak
wajib diumumkan selama satu tahun. Bagian laundry telah mengumumkannya selama
enam bulan secara berkala, sehingga kewajiban ini telah terpenuhi. Setelah
pengumuman, bagian laundry dapat memiliki pakaian lugathah dengan menyatakan
niat kepemilikan secara eksplisit, menjadikannya sah sebelum dijual. Sesuai prinsip figh,
jual beli hanya sah jika barang telah menjadi milik penuh penjual. Oleh karena itu,
transaksi dalam bazar pakaian OPPM Gontor sah menurut hukum Islam.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bazar pakaian ini merupakan praktik yang
diperbolehkan dalam Islam. Selain tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun,
kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas santri,
terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Bahkan, santri yang
menemukan pakaiannya dalam bazar tetap diperbolehkan mengambilnya dengan
menunjukkan tanda kepemilikan yang jelas. Dengan demikian, praktik jual beli pakaian
lugathah dalam bazar ini telah sesuai dengan prinsip hukum Islam serta memberikan
manfaat yang luas bagi lingkungan pesantren.
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